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Pendahuluan
Pembangunan hukum nasional diartikan sebagai membangun ilmu atau konse:
tentang hulum nasional. Dalam konreks ini konsep yang akan dibangun adalah konse:
mengenai penanggrngjawaban huhrm atas perblratan manusia/orang berdasarkan pano1sil .
PembanSunan hukum iasionalmerupakan pernbangunal konsep niiai ataupembalgurr-
budaya hukum, lang diban3un dengar piuadigma budala idcolog panc:r_sila, yairu
mo!alreligius, kemanusiaan. kebangsaan. <iemokrasi dan paradigma keadilan sosi
Dalam konstruki pembangunan ailmu) hukum nasioflal Indonesia. hal tersebur
rnendapatkan perharian dan i<ajian lebih mendalam.
Dalam ko]-lteks tujuan hukum, para abli hukumlslam sepakatbahwa adanya
Islam bemrjuan unLd< mewujtidkan kemaslalatan bagi umar manusia (i taf;qiqi
aL:dmmah) . l,pabilahukum dalam implementasinya tidak mampu membedkan
sebagaimana tujuann_va maki secara alamiah hukum akan berinteglasi dan
dengan lingkungarnya (taghalryur al-af;.kam bi ro-ghoy,117.,21 ankinah"wc ai-
Secara konseptual telah b:ur1,ak reori pemikira[ mengcnai peneaapirn syarrar
secara trirfoh (utuh). temrrsu kj uga penerapan hukuor Islarn d i Inclonesja. Ni{run
sesDai dengansifat iiJnu soslal yang sargat subjel(tii mai(a reori pala airliitr our
masih ada reievansinya riengan perspektifmasa kini aLau pun mungion hanya dr
scbagai Fakia sosiai yang sudah ridak reievan lagi.
'Ierkait dengan teoll penerapaa syariaL Islan banyak dikemukakan olch pzua
poiitikus, pr aktisi hu kum, ai{ademisi serta ptua cendekawan. I Iai ini meru Dakitlr
terhariap pentingnya pe[erapan syadar Islam dtrlarn segala aspekkeiridupan man,-
pada pnnslpnya sctiap umat:slam setttu sCbagaituntutan Allah dan Rasul Nva
apabila pemberlakuan ini melalui formaiisasi atau jegislasi negara maka terdapar
kelompokpemikir an. Dalzm hal ini ada yangmenegaskan meialui pendekaLan
legalistik.
Pendapatlain mengedepankan penerapan syariat Islam irarus bersifat
dan kulturalisrik. Adaluga pendapatyang bersilGp analitis akademis dergan
argumenrasi bahwa nilai rilailslaFr itu scbagai salah satu sumber hukum po!i -j
pendekatannya pun hams be$ifat subtansialjstik. Ilerbeda dengan Danditnqan
pendekatan kultnr al hanya mensyaratkan sosialisasi dao intemaiisasi s),ariai
umat Isiam sendiri, tanpa dukungan langsung dari oto tas politik dan insriru,
Para pendukung pendekatan kultural ingiD menjadikan Islam sebagai zumber
morai, sebagai sumber moti\'zsi dan inspirasi dalam hehidupao berbangsa,
faktor komplemerrer daiam pembentukan stroktur sosiai.
llarus disadari bahu,a apa pun sisrent yanS ada, kedlta berbicara
bangunal hukum nasional, odenrasinya pada kodifikasi dan unifikasi
Ini berarti mengarah pada pembemukan undang undang. (etika hukumlslarl
sebagai teori ihnu hukum dai sumber atau bahal baku hukum nasional m;:k;:
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j':-: .hnamya bahwa undang-urdang itu berisi hulum Islarn, baik sebagiannya maupur
---- - .-rl tertentu seluilhnya. Di sini tampak sekali tidak tepatnya dikotomi antara hukum
-,:r :engan dua hukum lainnya. Aftinya hukum Islam dapat menjadi hukumnaslonal
L_ ranya dengan pendekatan normatif namun.luga akademik dan analitis.
.embennrkan hutum Islam di Indonesla rerkait dengan tataran politik yang berkaitan
:- =:. Latanan hukum dan terkait pula dengan pandangan maslaralot yarrg masih diwarnai- ..n nilai-nilai budaya dan kultur yarg mengitarinya. Oleh karena itu kemampuan
- 
-.: mengintegrasikan hukum lslam ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia deng:m
- -- :gabungkan pendekatan Dormatif. kultural dan histods sebagai upaya untuk mem-
--:ian hukum Islam di Indonesia kinnya patut diperhatikan.
Fokus masalah dalam tulisan ini adalah masalah konsepsi pertanggungjawaban
-.::m dalam hukum Islalrn 
yzmg dikenal dengar isti]ah tckli/ dan mos 14lljy.rr dalam bnrgkai
-,r -'aslla sebagai cita-cita pembangunan hukum nasionai.
:ancasila sebagai Cita.Cita Pemhangunan Hukum Nasi0nal
Pengembangan pemikiran tentang Pancasila dimungkinkzm oleh adanl,a anggapan
r jLlva Pancasila merupakan wadah di mana berbagai aliran ideologi merasa terpanS8il
-r berhak untuk memberikan interpretasi tentang muatan Pancasila. Perkembangan
.-rcasila mencakup tiga hai, -vaitu: 1) Kebangsaan, yang selanjumya menjadi dasar negara,
..nber hukum dan ideologi ]]asional, 2) Wadah (fungsi) dan isi (substaDsi), dan 3) Per
.ambangan peBikiran tentang Pancasila dibentuk oleh petemuan dan lnterakr anrarr
-roagaialiran rdeologrlarrg ada di lndonesia.
Menuiut Sunotol dan Hardono2, ajamn Pancasila tersusun secara harlronis daiam
.uatu sktem filsafat. Dikatakan harmonis mengandung pengertian bahwa masing-mrLsrng
jilarersusun secaia selaras, serasi, dan seimbang sehinggatidak ditemukan ketimpangan
.li antara sila silayangtermuat dalamPancasila. Keharmonisan Pancasila berada dalam
jistem filsafai, artinya masing-masing sila itu merupakan suatu rangkaian yang dapat
diuji kebenaramya melalui fllsafat. Daiam hal ini seringjuga disebut Ph i?osofrsche Grondslog
arau Weltonschduuns yang merupakan pikiran pikiED terdalam atau hasrat terdalam
warga negararya uirtuk di atasnya didirikan suatu negara.3 DrUarkara senada dengan
uraian rersebut.4
lSunoto,lZangenα:FIお崚 t Pan∽sila αbwalalta:BP FE UΠ I,1981),h3940
2P Haldono Hadi,Haし たα
`dα
n』Zuαtan Fl`aratttnc“ i:α ob,alKalta:Pellerbi K譴 山 llls,
1994). h. 3s.
rsuirandi ai-Marsudi, Pancttsila dan UUD'45
Rajacrafindo Persada, 2003), h. 66-
'Lihat kumpulan tulisa[ Dijarkxa, Dijarkara
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PancaSilaluga merupakan gru]ldユοrηl Haliniscnada dengan tCOriIIans K`li三
tentang Funtlれο′
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sah mcnurut hulttlm walauptln bCrdaSarkan nilai nilai baun nlasyarakat mcnCCrmink=
jauh darirasakcadilan S
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hdup b・ lngsa,■lSaFahbangSa,danbcnュ
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dan sekaligus menlbCrikan dinamika gcrak mcn■
llu tuluan maSyarakat bcぬ angsa.




untuk mcncapaituluan nlasyarakat atau bangsa 7 Dal.lm h■
lbungan inl,rullgS,pentl■「
idcolo,antaralain adalah unttlk merll cntuk idenitasltelompok atau bangsa dan ingi
mempCrsatukannya 81deologi dipahami,scba3ai nilai‐
nilai dan cita‐ clta luhur'
Htlktlm scbagai pengaturan i〕 eJ)uatan‐
perbuatan manusia yang dibua1 01ti
kkuasaan yang sah.bukan hanya beruF a keputusan,melainkallJuga dalam pelal_ani
nlya SCStlai dcngan idcolo゛ bangSayangbcrsanglNutan,sebagaipen8avonlbangsa,ya■
:
insutusional,berdasarkan huktlnl alanl Altinya,pengakuan martabat nlanusia sebagこ
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negara humm(welllre staiO SCbagai bCnttlk ne8.lra,mよ
a scti″ tindakan dan a劇)am■
yang dilaktlkan oleh pihak llarus didasarkan dan disclesaik.nn mcl■
urllt hu鳳■1■
11
scba8aiinstlumcnpcluangandCnlokrallsasi,nlenurdt Muladi,E proses pembua[L
hukttm (lall maた い 8PrοεCes),PrOseS pencgakan(lall etSrcCIn`ntprOcces〕
,dan kesadara■
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`(JalaFa Gramedia,1981),h21」
ugalihat H L i
Han,“ Positi●Sm and the Separ:ttiOn of Law and Moral」
'dalam Law Rι νiell(OXお rd UniVCrsi■
195o亀
絲画。n、 M“dd卜mm"h Akruoi l{e.otanegaradn (iakana: Yayasan wism"
Diokosutono- lq9l r. h. 25"'"' "i-riJrrr,o. 
,r"r,uxr Ptuc.i"rio .Lrlam Kefiid.,Pon Ekonorni, daiam buku 'qrnc{rrilo 
s€b{rg.:
Ideologi (Jalarta: BP-7 Pusat,1991), h- 239--- """.u*-i"r,.^prr,"aja, 
"Pancasila sebagai lcleologi dalam IGhidxPan tsudaya" 
dalam trukL
loncasrla ielrogur fa"olo8l (Jakada: BP 7 Pusat' 1991)' 
h 142-143'
' " - o-, ni"S"t" Suieno, Enktr Politik (Jakarta: Gramedia' 1988) h 366 367- -
,o,q- cunaria,, setiardjo, Diaietftkc Hukum ddn Mrorai iioidm ltrnbongilndn 
r\4o.ryor4kd:
Inrionesid ryogyakarta: lGnisius, 1990), b 154'"-" 
"*iiv irLrlt, *.a1., Bunga Rdmpoi Pembons ndn 
tlulc m di Indonerld (Bandung: Eresco
r99s), h.3s2.' - - """,utJ"ai, 
"t*srati (embali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu 
Hul:un ildonesia"
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.t3m pelembagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai nilai yang diakul
:riua nasional. Apabila dibandingkau dengan agamar3 yangberfungsi mempersatukan
.:ng dari berbagai pandangan bahkan dari berbagai ideologi, maka sebaliklya ideologi
-:mpersatukan olang orang dari berbagai agama. ldeologijugaberfun3si untuk menga Lasi
:.:bagai konflik atau ketegangan sosial me njadr solidarity making dengan mengangkat
-.:bagai perbedaan ke dalam rara nilaiyang lebih tinggi.ra
Kekuatan suaru ideologi, temasuk Pancasila, tergantungpada kualitas riga dimensi
:rig ada pada ideologi itu sendiri, yairu: pertdmo, Dimensi tealira. yaitu bahwa nilai-nilai
riar yang terkandung di dalam ideoiogi tersebut secara dil berakar di daiam dan arau
,1up riaiarn masyarakat atau bangsanya, terutama katena nilai nilai dasar re$ebut
:.rsurnber dari budaya dan pengaiaman sejarahnya (menjadi voll.geisf/iwa b:rngsa) j IGdLa,
- -.nensi idealisme, -vilitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengzmdung idealisme
. ing memberi harapan rentangmasa depan yanglebih baikmelalui pengalaman dalanr
::::1ttik kehidupan bemama sehari hari dengan berbagai dimensinya;_traetlg4 Dimenji fleki-
r:liias/pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan
::o merangsang pengembangan pemikiran-p€mikiran baru yang relevan dengal ideologi
.:ng bersangkula[ taapa menghilangkan atau mengingkad hakekar araujari djriyang
rrkandung dalan nilai nilai dasamya.rs
Secara pottis, menurut Kuntowijoyor 6, Pancasila sampai sekarang tetap efekif sebagrLi
:Jeologiyang mempersafllkan Indonesia, namun belum efektif sebagai ideologi ekonomi,
.osial, maupun budaya. IIal ini dikarenakan Palcasila masih dipahami scbagai sebuah
: ros darlpada ideologi. Kendati demikan, menurur Kati Mannheim, pacia kondisi kritis
. ang terjadi pada rahun 1965, mitos lebih efekifdaripada ideology sebab mitosberrurlpu
lada kepercayaan sedangkan ideologi berrumpu pada intelekrualitas. Namun daiam
iondlsi normaimitos akanlumpuh dan tidakbetdalia. Mitos lebih subjekrifdan irasioaal
:nistifikatifsedangkan ideoiogi lebih obiektif dan msional dialekris.rT Sehingga dengan
Jemikian sebagai ideologi, Ilancasila dituntut untuk retap padajari dirinya. baik ke cialam
rjTidak ada penemangan nilai luht1r yang terkandung di Pancasila dengan syariar (huionD
:gama Islam. M.Narsir dalam iulisannya yarg berjudd "Bertentangarkah pancasila dengan al
Qulan" di majalah Mingponfiitmoh ranSgal9 Mei 1954, menguraikan dengan rinci dan mem
)andingkantiap siiaPancasiia dengar ajaran al-Qufan. Kesimpulannya, mana murgkin pancasila
)enentangan dengan al Quian. Baca "Isiam Di Negara Pancasilat Menghadapi Tantangan Masa
Depan" dalam Ismail Sr]nny, Jejak-Jejak Hukum Islam dalom Sistem Ketatanegaraan lndonesia
iJakartar Konstitusi Press, 2005), h.42-48.
raFranz Magnis Suseno , Etika politik, h. 366-367.
rsAlfiafl, "Pancasila Sebagai ldeologi dalam Kehidupan politik," dalam buku pdncarild
Sebagai ldeologi (Jakafia: BP-7 Pusar, 1991), h. 192.
r6(untowljoyo, .Idenriras Politik Umat lslam (Bandung: Mizan, 1997), h_ 80.
uKari Mannheim,ldeologi dan UtopiaMenyingkap KattanPikiran Danpolihft (yotyakarrai
(anisius. 1991), h. 143-145.
139
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maupun ke luar Ke dalam. Pancasila harts konsisten, koheren dan koresponden. Kt
Palcasila hanrs menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horizontal maupun
Dalam perspekifpaiam negara hukum dan fatsafah hidup bangsa Indonesia,
tingan individu dan keDentingaD masyarakar diletakkan dalam posisi seimbang.r;
ukur demikian inidigunakan mengingat kchidupan dalam alarr pancasila sarar
kehidtpan yang dilandasi ,:ieh adanva di:rlo!, mus],a\ rarah dan mufakat.
PembanSunan nasional yang telah dilaksanakirn selama ini tejah Irlenun
kemajuan di berbagai bidang keiridupan masyarakaL, yaDS nlelipud bidang sosiaj
dan kehidupan beragama, ekonomi. ilmu pengetahuan dan Lel(nolo$ (ipreio. polioi:
tahanan dan keamanan. hukum dan aparatut. pembanJlrnan .!\.ilavah dan iata
penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Ji
hidup. Berbagai kemaiuan yang relah dicapai olehbanSsa Indonesia akan
perubahan sosial masyarakat. Menuut Saqiipto Rahardjo, kemajuan teknologi
faktor yang sangat nyata peranannya dalan hubungnrmya dengirn perubahirn st .
Soekarno, Proklamaior kellieidekaan RI, menekan]Gn bahwa meinbangun buiiut
nembangun satu negara kesaruan Indonesia yang ber-wilayah kekuirsaan darl
sampai Merauke. tetapijuga mefibangun maj].aralat adil n1alon u[ f.lt.r renr?/n
di daiam wajah negara Republik Indonesia.,r
Di szunping binyak kemajuan yang reiah dicapai, masih banyak pula rantanpr:
masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Tantaagan ke depan di dalam
sistem hukum nasional yang mantap adalah meuujudkan sisrem hukum nasioni
menjamin tegaknya supremasi hukum dan rIAM berdasarkar keadilan dan keb
Dalam pembangunan hul<uu naslonal yang harus mendapatkan peiekanan addr..
ciptanva supremasi hrkum rianpcnegakan hak-hirk asasi manusia (llAM) yang
pada Pancasila dan LJndang Undang Dasar 194S sena tefiatanya sistem hukum n.:,
yang mencerminkan kebenariui. keadilan, akomociarif. dal1 aspiratil. Tercipranya
hukum tanpa men:andang kedudukan. pangj(at, dan iabatan sesecrang deni
hukun dan terciptam]-a penghomutar pada hak hak asasi manusia. lemasuj( upa\'!
pembangunan hukum nisional adalah mewljudk:fr pembairaruan hukum nasion...
Menurut Barda Nawawi,, pembaharuan hukum nasional harus disesuaikaa
karakterisLik masyarakar daI1 sumber hukum di Indonesia. Karakienstik masvara la:
riKuntowijovo. Idenhras polini., h. 82-83.
DKhudzaifah Dimyati, ftorirdsi Huku,nj SrIrdi ?enr{Ing &rkemb.lnaan psmikiron
di lndo esid J9.15'7990 (Surakar.a: Mrhamnradrydh llnr!€rsir\/ press, :OO+1, I rlt
':r'Satjipto Rahard-io, Hukum dun Peruhahdll Sa.ri{7t (Bandung: Alun1lli, 1993). h
"lman Toto K. Rahardjo (ed.). Bi1ng,(drflq isl{r,n, t dncosila N]OU (Jakana:
Nasionalis Religius Indonesia [I(NRI], 2006), h. 241.






























Paisol B,rrlian: Hakikar pembangunan Hukunr
nesia iebihbenifat monodualistik dan pluralisLik. Sumber hukum nasional beronenrasi
pada nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu bersumber da nilai nilai
hukum adar dan hukum agama.
Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai nilai moral religius
dapat dipahami bahwa nilai-nilai motal luhrrryang tejah membumi di Intlonesia harus
di.jadikan sebagai patok pijahan dalam mertrnuskeLn kebijaicn hukum nasional. Sementara
itu, aj aran Islam yang telah dipraktillkan dalam kehidupa n l)emasyar akar oleh nlayoriras
penduduk Indonesia teiah beriangsung sekian abad. Hal ini berard bahwa nilai nilai
moral luhuryang mengakar dan membumi di Indonesia.liwamai oleh nilai-nilai religius
yang traruenden, yaitt ajaran Is1am.zr Nilai nilai luhur Il ncasila tidak atla yalg berbenturan
dengan ajaran Islam- Bahlcur dengan mengimplementasik:m nilai hnc.asila dirlarn kehidupal
berbangsa dan bemegara dapar dipahami sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam
konteks ke Indonesiaan.ra
Pembangunan hukum nasionai yang berorienrasi pada humanistik (kemanusiaart)
berarti bahwa semua goiongan nlanusia Indonesra pada hai,iikatnya merupal€n satu
persamaan derajaL yang belasal dali nenek moyang yxng sami. .rJiru keturunan Nabi
Adarn. Oleh karena iru, kebijakan daiam pembanSunan hulem nasionai harus berbasis
pada nilai nilai persamaan derajat di antara warga negara_ l.idak ada tirani mDorltas
dan hegemoni llraycrritas. Menurut Mu]yana W Kusumah, lalyar harus disadarkan atas
hak haknya sebagai marusia merdelG guna mengikis hahis pelbagai bentuk keridakadilan
strukturai.':s Sahal Mahfudh mengemukakan bahwa kerikalndonesia relah merdel<a. kaum
Musiim di Indonesia iangsungmembentuk aLau melebur cialam nanon Indonesia.Ini bel aiti
bahwa umat Islaru lebih mengedcpankan nasionalisme keb:urgsaan Indonesia dadpa.la ego
kelompok. Alan terapi bersamaan dcngan munculnya berbagai pa(ai politik, nilai,nilai
notion tersebut scmakin rerkikis dan yang iebih muncui adalah semangar kelompoL,6
Ibmbangtnan hulum nasional yang beronmrasi pada clemokasi kerakyataq dipahami
bahwa upaya unLuk mewujudkan hukum nasional lndonesia harus Inelalui berbagai
tahapan pembicaraan yang sistematis dan terstrrrkrur dengan berbasispada musyawarah
mufakat. Ka.ena hakikat hukum aasionaladalah perwu,judan rilai_nilai yang diyakini,
dihargai dan diparuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia. maka kebijakzur daiam melahirkan
hukum nasional harus berangkar dari kemauan dan kesepalGtan raiqrat secara demokatis.
Pembangunan hukum nasional yang berorienrasi pada keadilan sosial dipahami bahwa
nilai niiai keadiian substantifhalus rercermin dalam setiap kebijakan hukun nasional_
riDellar Noe4 cerdkdn Moden tsiam Lli tndoneri.a 1900 j942 (Jakana: Lp3S, 1980), h_ 4.
.']aM.AlrdulKarim,MenggaliMud.onpancosiladdlumperspektiftslam(yogyakafta:Sunan
Kalijaga Press, 2004), h.46-50.
trsMulyana W. (usumah, Hukum ddl Ilak-Hitk j.rl7ri Monuridr Suatu pemrlhaniox l(nhs
(Bandung: Alurnni t98i), h. S1.
r6sahal MahFudh, Nadnr.r Fiqri Sosidl (fogyakarta: I_I{iS.2004). h .240.
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Paisol Burlian: Hakikar pembangunan Hukun
demokrasi daiam masyarakar yang majemui! perlu dikembangkan sikap roieran, yang
unggi.
'ferdapar lima prinsrp toleransi yang dikemban8kan oleh UNESCO (1998.). yairu:
fortarnc, 'Ioieraisi sebagaiproses pemahaman sejarah dan kebudayaan seriap kelompol!
suku. agama, las, lingkungan adat, bahasai {eduo, .lbleraDsi merupakan sikap nleng-
hormati perbedaan ciri-c.i khusus yang rerdapat pacia nasing-masing l€lompok, sepeiri
bentuk lisiknya, warna ku1it, iogat dan ucapiu, sikap dan gaya pergaulan; ,(ea3a, Ioieransi
inemanfaatkair perbedaan ciri khusus dalam upaya memperkokoh rasa kebangsaan
karena akan saling memperkaya kebhinekaa1.j Keentpat, Toleransi merupakan upaya
membangun kepercayaan antarsesama anggota masyarakar dalam pemecahan masaiah
bersama secara damai. dalam berbagai bidang seperri bidimg ekonorni, politik dan budayaj
Kelimo, tbleransi adalah upaya untuk nlentanrapkal keadilan sosiai dalan menghadapi
perubahanyang cepat akibar reknologi dar ekonomi karena gelombang globalisasi.
Masalal emo,nasiomlisme yang dapar berakibat disinregrasi baDgsa, dapat dihinda rkan
melalui program-program sebagaiberikut: perrama, di dalam rDenfkapi dorongan emo_
nasionalisme yarg negarifrrlaka dihindarkan cara cara pemecahan miliredstih retapi
dengan menggunakan metode persuasif dan dialogis, selta mengikutsefi akan partisipdsi
masyarakat setempat. lledua, pengakuan akao rde[titas etnis perlu clilakanakan daian
arti kulturai bukan dalam arti polirik. pengakuan akan idenritas emis akan menlumbang
kepada terwujudnya identitas nasional baDgsa Indonesia. Upaya upaya tersebut harus
dilakanakan secara sedus ranpa kecurigaan timbujnya berbaSai riariakan yang berbau
sara. I(eqgd, menginmfkan kelompok kelompok yang cendemg kepacla sepiratisme baiwa
tttpisah dengan negaLra dan bangsa Indonesia zrl<an memgikan. seperLi y:urg terjadi di dalan
proses disintegrasi negara di Balkan_ [eempat, menghormati hak asasi ]nanusia, dengan
menghindari berbagai pelanggaran HAM baik oleh pemednrai pusar mauprm oleh pmerinrah
daerah karrna kc.alahan paham masinE-masint.
Menurur Adji Sameko.s' perubahan tatanan sosial berupa giobalisasi ciengafl segala
ikutarmya dan di Indonesia dengan otonomi daer;rh dengzur segala ikurannya cuiup signifikan
pengambaya terhadap keberadaan konsep pembanguan berkelaljuran. Hal inijugaber
pengaruh rerhadap Dembangunan hukum nasional Indoresia yang bel-kelanjutan.
Adanya pengakuan normatifdan empi k akan prinsip supremasi hukum, yaitu
bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum (suprernaryof lawJ, pada hakikamya
pemimpin negara teltinggi yang sesunggulutya adalah bukan rnanusia, retapi konsrirusl
yang mencemrinkan hukum yang rerringgi. pergakuan normatif mengenai supremasi
hukum ariaiah peagakuanyang tercermin dalam perumusaIr hul<urn dan atau konstitusi,
. . 
r'Fx Adji Sanlekro, "Pembangunan Befkelanjuran dalam thtanan sosial yang Berubah.,,
dalam Jurnai lTututrn ProSresr, Voltrrne I Nomor 2, Okrobey 2005. h. 29.
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sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercemrin dalam pedlak se
terbesar nasyaaakatnya bahwa hukum itu memang supreme.32
Daiam menjalankaa hak dan kebebasanaya, setiap oralg wajib tunduk
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan makud semata-mata
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dal
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimtraogan molal, nilainilai
kearoanan, dan ketertiban umum dalam zuatu mas],aral<at demokatis. Ketentuan
delgan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28 J UUD 1945 ,yai]d Pertamo.
oralg wajib menghormati hak asasi manusia oraag lain dalam tertib kehidupan
masyaratat, bertlangsa, dan bernegara; Icdua, Dalam menjalankan hak dan
nya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengal
uadang dengan makud semata-mata untuk menj amin pengakuair sefia
atas hak darl kebebasal oraag lain dan tmtuk memenuhi tuntutar yang adil sesuai
pefiimban8an moral, nilai nilai a8ama, keamanan, dan keteaLiban ulnu[r dalam
masyarakat demokratis.
Aturan atau batasan tentang pertanggungiawaban hutum yang diatur oleh s
undang-urdarrg nampak berbeda dengaa batasan yang dibedkan oleh undang-
lain meskipun dalam bidang htkum yang sam4 balkan dalam implementasinya
munorl perbedaan persepsi di antala para petugas di kantor dinas atau instansr
yangberwenang. l'idakadanya sinkronisasi balasan usia atau tambahal keadaan
ternyara menin1bulkan persoalan tersendiri di masyarakatdaD berpengaruh pad;]
keadilan dan kemanlaatan hukum.
Pelayal:m adnttnisn-asi pemednrahan akm dilayanihan-va riengan persyaratam
puayai Kl l? Bali<an diberbagat dealer penjualal1 uolril atauDun sepeda motci( unFrk
dapatkan surat surat kepemilikan Iua1be1i) cukup nenggunakan KIP calon
Dalam melal(ukan rransaksi pcrbankkanjuga clkup menuqukkan KIP Dai b
kasus ini riapar riisimpulkan bailwa nasyarakat lebih mcndaPatkan kemanfaatan
kemaslahaLan. terutama dalarn halkeperdalaan, apabila batasal kedewasaan atau
rarggun&iawaban hllkum menggunakan indil<arol sudah mempunyal KIP atau
minimai 17 tahun. Mahkamah Agung dalam Yurisprudcnsinya tentang selSkela
di Bali menetaplGnbahwa limabelas tahun adalahsuaru umuryang umum dilndone:i
meruruthukum adat dianggap sudah dewasa (M.A. tanggail Juni 1955 Nonor S3VS]:
1952).33 Berdasarkal putusin i i. menuIttPenulis, seseora[8 yang telah berusia 15 rah-
berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dianggap telall manpu memikul perlzm88un:
jawaban hukum.
3{inJy Asshiddiqie..Lorlshtzri &LonsErLJionrl/lJme indonesid (Jakarra I seloetadal .Iend.--
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstirusl RI, 2006), h. 154.
33R. subekti, Illtkum Adnt Indonesia dc.l].m Yurisprtdensi Lklhkorloh AS ng (Bandu. i
Alumlri, 1983), h. 44.
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Paisoi Buriian: Haidkat Pembangunar Hukum
Ada beberapa kemungkinao -vang meiatalbeiakangi te{ntiinya perbedaan 
batasan
.:langgungja\4abzm hulum, yait!: Perrama, menyangkut kapan (lvakru) produkpelaLru-al
trundangim itu diundangkan. Apabila ada undang undang y'm8 diiahfkan seklu dasawaisa
:u sekiar abad yang lalu dan dibandingkan denSau undang rindang yang barl dilahirkan
aka akan nampak perbedazrr yang mencoiok dalam subtansi undalg_undang tersebut'
.rubahanbudaya dan sosio kultur masyarakat akatl sanSat berpengaruh Pada lsl atau
rrarl.sl sebuah undang'undimg;,i(eduo, menyanSkut tsi atau subtan_si dan undang undarg
::sebut. Keteltuanyang mengarurtemanS batasan pertanggunSlawaban hui<um dalam
I xsaksi kebendaen akan bet beda dengnn ke reltua t i yan g n ren gillu r bairsJ n penan8glmg-
rivaba[ hukum tentang kehidupan rumah targga yan8 di dalamnya membtrruhkan
. nekanam psil(ologis tefientu; I(etisa, perbedaan ketentuan pel tanggungiawaban hrrkum
-ga bisa rlisebabkan oleh kondisi kualitas subjek hukum 
(mukallol)
Menumt Satjipto Rahardjo, hukum adat inimerupakan faktor yang diperhitun8kan
.lam pembuatan hul.:um, dan merupaiian falaot yalg beqrengaruh terhadap diterapkannla
-atu ketenruan hukuln oleh para pelaksrma irulum 
(en)trrcemenr r4 er[rcs) 3" PetanSSIng_
,,,vaban aus kesalalan yalg dilakukan oleh pelai<u dinilai berdasarkan ukuran kedudul<art
tlaku dan korban di masyarakat. Semakin tingSi nanabat seseorang di dalam masyarakat
:ian semakin berat pula hukumanyang hartts diterimanya. begitujuga sebaliknya 
3s
Berdasarkan rumusan aclil baliSh mlnndyyiz ahliah yang ada di dalam hul<um lsiam'
-:n juga rumu-san_runusan batasan peltanggungjawaball hukumyang 
ada di t"ancasila'
=!m menperhatikan 
kemanfuatal kemaslahatan masyaraklt Indonesia saat ini nampalmya
.rih tepat apabila ketentuan rumusan pertanggun&iawaban hukum yang terdapat di
r( raturar perundangan yang berlaku di Indonesia perit adanya penyesuaian sesuai dengan
_erkemoangan dan dinamika karakteristik masyarakat I11donesia-
Hakikat Pembangunan Hukum dalam Payung Pancasila Perspektif lslam
Hukum aclaiah sarana untuk mencapal tujuan yang diidealkan bersama (wefdr€
:.htss r.!dt). Cita cita hukum itu sendiri, baikyang dilembagakan melalui Sagasannegara
:emokrasi maupun yanS diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan
:rtuk menmgkatkan kesejahteraan umum. f)isamping itu, hui(um-iuga meilpakiln suatu
:iekanisme pengendaiian sosial agar segaia sesuaLunya berlalan letib 
rn
Meningkatkan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari cita cita nasional
"asatjipro Rahardjo, "HulGrD Adat dalam srudi HukLrnr 
dan X'Iasy'rrakat"' dalam bultu
:;:nrbaharrrrrn Hrrkunr -lsiom di Ifldonesrrr rn Mer trcri..:|nProJ Mt Dt Ha':oifin (Jal(Arta: Ul Press'
t81)" h. 40.
r5Hillnan IJadlkusuma, Hukunt Plddnd ldnr'
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krdonesia yang dirumuskal dalam Fembukaal UUD 1945. Hal ini sebagaimaia
di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-UndanS Dasar Republik Indonen-
1945,yalrlJJ'Kefiudion doripada itu urtukmembentuk suanl Pemerintah Negoro
yang melindungi segenap bangso.Indonesia da.r seluruh tumpah darah Indotlesta 6-
memajukankesejdhteradn umton metcerdaskankehidupanbatgsq dan ikut
ketertibandluliayangberdasarkatkemerdekaaryperclamaianabadLdankeacliLans;,.
Cita-cita nasional Indonesia ini senada dengan tujuan syari'at Islam yaitu
dan biasa diistilahkal dengan 4-il,ll i2l--+ll untuk kemaslahatan umum
madani atau baldatin thay.vibatun tta rabbutl gho\fir. klinya negara yang s.
(ahir batin) di bawah naunSan Tirhan yang Maha Pengampun (r j,ii ) 3s Finnan Alle:
QS. Saba,/ 34: 153':
Makanlah olehntu dai rezki [nng dianuget'ahkan) TLrharLmu danberryukurloh karn:
l$d- (Negerimu) adalahnegeiyargbaik drtr (hhomu) adolah'tuhotYaqMaha
Negara yang sejahtera merupakan alugerah cian niknat dari Tlihan. o]e,,
itu bangsa Indonesia barus mensyukuri nikmat Tuhan tersebut dengaD meD*:
dekaan yaitu memban$m manusia Indonesia seun:lmya dan seluruh unpah dzrah
Sesuai deogan tujuan dari adanya peratui an penrndangan atau hukum yaitu un
dan kemaslaiatan manusia, selaku subjek hukum{, dalam segala aspek tata kehi
Nilai yang di daiam bahasa Inggris disebut v.liue adalah terniasuk dalarr
pengetian filsafat. Pumadi I'urbacaraka dan Soe{ono Soekanto4l, mengem
pada hakikamya nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positio ataujuga
tidak diinginkan (negatio . Menilai mengandrmg arti menimbang, yaitu kegiatan
menghubungkaa sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan seladutnya mengambil
Menilai dapat bemfii menimbang dan memperbaldingkal sesuatu dengan
lain untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan
bandingan yang dibuat itulah yang disebut lilai. Dalam memberikar penilaiar,
beberapa kelengkapan analisis, yaitri: Pertima, Indera yang dimilikinla
rTundang-L,ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sei(reta ,::
MPR RI, 2006), h. 2.
3sAnrir syarifuddin, MereLds Kebekutn ljtihad: /sll-Iru Pennng IIuku,l tiam
Di lntionesia (Jakafta: Cipurat Press,2002), h.256 264-
3'Mahmud Yunus,A:Qur● n dαηに・73mahiッα(Jakalta:Hidaka″ a Agung,1,F,
q.s.susairto, "Kejahatan Korporasi di Indonesia Ploduk Kebijakal Rezim
Majalah miahMasai(rh Mllldldh Hukum (SemaranS: fakuitas Hukum Undip, edisi
Desember 1999), h. 121.
arPurnadi Purbacaraka dan soerjono soekanto, lkh rircr,4nnnomi ,lliran Iib.r-.: l





























Paisol Burlian: Flakikar pembangunaE Hukum
rulai nikmat, dan sebaliirnya nilai kesengsaraan; I(eduo, Itasio menghasilkan nilai benar dan
salahj Kehgd. Rasa menghasilkan niiai baik dan buruk atau adil dan dak adil; I(eempar,
Rasa estetis menghasilkan nilai indah daa ridak rndah; danl{elimd,Iman menghasilkilrr
niiai suci dan ridak suci, haial dan haram.a:
Penilaian baik arau burulq menurur George Moore (1873-195g) dalam bukrnya Ilrncrpia
Ethica (1903) dan Erhics (1912), diberi pemaknaan bahwa kata,baik,ridak sama dengan
'yang menyenangkan'. Uraian baik dan buruk ini menggunakan pendekatan filsafat.a3
MeDuiut AminAbdullah,+ dalam memberikan peDilaianjuga memandang sistem erika
sebagai cermin pola bei?ikir. Ada keterkaitan erar anrara etika dan sistem arau pola berpikir
yang dianut olehpribadi, kelompok atau masyarakat. Suaru keputusarl dapatmengatakan
benar atau salah, religius atau tidak religius, dajl sebagainya yang berkaitan denganunsur-
unsur yang ada pada manusia yaitujasmani, kepercayaan, cipta, rasa dan karsa. Maka
sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai yaitu apabila sesuaru iru berguna atau ber_
manfaar, benar (nilai kebenaran), indah (nilai esterika), baik (nilai moral eds), religius
(nilai agama)-ai Kairan dalam konteks inilah. bangsa hldonesia harus mengkaji ulang
terhadap batasan pertanggungiawaban hrkum yang bera<ia di peraturan perunrlangan
wa san Koiotial Beianda, apalagi undang undang rersebur telah dilahirkan di negera
asalnya sekian abad yang lalu. Penyesuaian ini penring dengan pertimbangan kondisi
sosial masyarakar Indonesia saat ini sudahjauh maju ke depan dibaodingkan dengan
waltu lalirnya undang undang tersebur. perkembangaa relooiogi rnloEnarika yang pesar
dan asupan grzi yang cukup melalui berbagai rekayasa teknoiogi panganjuga mempunyal
kontribusi cukup besarterludap kematangan berDikr seseorang sehingga memengaruhi
perkembangan fisik dan biologis kedewasaan seseorang.
PertansguD&jawaban hukum melekat pada pribadi seorang manusia. MenuruL al-
Syathibi, per timbrurgan urama yang dipakai unt1lk nengani isisnya adalnh qudrah (kemam-
puan) dan mosyaqqdt (kesulitan). eudrah merupakan unsur escnsial dalam kewajiban
hukum, dan oleh karenanya kewaiiban apa pun yang belada di juar kemanpuan manusia
ynng waj ar adaiah tidak \.,a1id.a6 Kata befianggmS.jawab menpunyai pengertian bertewajian
menanggunS, memikul taDggungjawab; ilaD mcxanggung segala sesuatunya. Kata mem,
pertanggungiawabkan mempunyai peDgertian memberikan.jawab datt [tenanggung segala
















4●Muhammad Khalid M8ゞ ud,おLmic Lヽ αl l● I no"″ :asn〔む げ Aろ H iSAα 9 al shα
"biヽ
Llr・
αnd 71:0“gれを,lcl Yudian W Asmin,■ おび2ι ″HたIniも :α n dで ::12●αろαんαn So,α 7(surabaya:Al
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aldbamya lkalall ada k.・ salahan)47 Kata tanggun蟄
aマvab mcntlmt hahasa beraltl kcada二
wallb menangging scgala sesua● ユya(狡mau tellatll alla apa b01Ch dltuntut,dlpcrs』
ahk_
dlperltarakan,dan sebagalnya),dan fungSilncnerima pembebanan,scbagal adDat●
LF
pihak scndiri
3erdasarkan Sila pclttta Pancasila,yaittllttullananYangMahaESa,manusialnc:
nesia hartls mcyak面 bahWaluhan adalah Dzat penc.ptanya danjuganlenciptakan」
こ二
“
mestabcselta bll■ va Ncgttamcl■lamkemeldelKattwa18ancgalaun口
よmemeltlkaga「■
dan bCrbadat mel■ urut agama dm kepcrCayaanllya Pas」
21 UUD 1945 mcnycbutl_■
Negara berdasar ataS Ketuhanan Yangヽ
Kaha Fsal dan Ncgala mcl■ lallun ttnlerde● =ニ
tlaPtlappendudulcut■ tukmcmClul.agamallya magng ras■「
.gdm untukbu出 )adatmcnビニ
aBamanya dan kepercayaanny'1 ll u 
!3
Semua aktivitas warga masyamkat harus senantiasa 
berada di bawah rambu_raI.__ _
u.lurrn ogu-u aun t"percayaannya Oleh karenanya ia 
mempunyat *"lT-:T::::] -
;;;':;G;aba" hukum tra,'se"'ie'tal densan ajaran 
agarna dan kepercar "'
,"r, arr"i*i"r. r"nusia merupakan makhluk'tuhanyang 
nempunyai kesempum...
penciptaan (dlsdm r.rqwim) 
re
Manusiasebagalmakhirrkciptaan,IuhanmempunyaibeDtukyangsempurlldJ]-
puling ,"rrtprrno ,lib,nriingkan dengan makhluk larn' baik 
diliha'i11tj"j'^1llliI. 
-;.rf*:ffi;; r:o# un*t i.'""g"iutaiagari rava (kiroliforulldTrf 
ol-ardh) ' seb';:
hambaTulun.iaakanmemperrangguugjawabkansemuapelbuatannyaFirmin-r':
QS. al Baqarah/ 2: 30:
LJ■ 島 単 ■おJい よユiヴ
`纂
´ 3す oレ嗜a`ユ 1-郵3」こi
〇あL'`評iu3し 」か■33ニモ■
Ingα rah kθ″たα Tuれ anm● bι ttr101anたり
αda para ndiα ikα r“SCS●■gguh tyα  Aた
“
Aビ
171ιllJαail“じl seol`電 lJlalⅢ hdimutt bll■
li"ルセκたα berkα●:`気 C,7paLllgkau hendα
人
i**r*natnn i t -iin orungyangoktmmemhun k?rusakoa:, 
padtulyo d< ment
'ili i"ii., ^^, 
tetanrioso ben asbih dengu,n mem ui Enlkau dan ^' yTY4ヽⅢ … '■ メー…~ ~｀  ~
Tlthan bettll lan■ eヽsungFhッαAたu llleng:α
huittαpttt″akたomuた ctαhui"
Pertanggungjawaban hukum tidak hanya sebatas 
di muka bumi ini' telapi iJ
uf.-, ai-iotJ p"rta"ggungiawaban atas perbuaannYa kelak 
di akhir. at Y:"tt':n*,t:
lluktlm pada prlnslpwa mclllpllllyal nllai nial trlnSendelltal Nllai nllai
1'Pusat Bahasa Depaltemen Pe〕 ■didibn NasiOnal,(lilus Bcsar Ba71asa力
ldOl]も itl(
Balai Pustaka,2005),h ll
48undan8-Undang Dasar Nc8ara kpubl,k lndOnesia lhhun 1945
Jenderal lvlPR RI,2006),h 67
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Bcrdasalkan aァ at tersebut,scmua halyang ddakukan olch manusla akan dmmta
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PCltan8gungiaWab.・ ln hじl.um dipcngaruh,01ch kemampuan inanusia dalam nlelna_
ilanli dan mcnyadari nilai nilai dan normaJlorma tcrscbul lManusia dianggap cakap
h 15 Surlleo HuJbCrs osc,Flム
の磁
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uたum歯 々mェinttsan S● araぬ oorakanai Kanisius,1982).
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melakukan tindakan hukum apabila akal budi dan nuraniuya dalair'
sebagai makhluk Tuhan yarlg sempuma Kurang berfunSsinya akal 
br:-
nurani menandakan bahwa ia telah kehilangan status kemanusiaanlLi 
i '
karena itu ia masuk kategori tidat cakap atau tidak dapat
bagan hatikat kodrati manusia berikut ini)'
Bagan Haftikat Kodrati Manusia
tidak akan berkembang. Akibatnya, pelkembangan peradaban 
masyarakal
yang bersangkutan tidak dapat tumbuh secara sehat's4
Firman Allah Q S al Ma idah' 5: B:
' Iimlv fu\hldd iqle, fua'nn,si & lor.rnl1llronn/dtn' Irrdnrtc5'd 
lJaki n d ' S
dan t.epaniieraan Vahkamah (onsri'usr 8l 20obr' l' ll3-ll4'
Prinsip kemanusiaanlang dianggap ideal adalah kemanusiaan)"ng 
adrl -'
dirangkaikan ciengan kata beradab' Sifat adil itu sangat dekat 
denga$-sr:::
sese;g terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tauhid), maka secara empirilg
sangat b;dekata;dengan keadaban (civiliry) ' Dengan sendirinya sifat 
b€
berieadaban merupakan konsekuensi logis da tingginya kualitas kex
suatu masyarakat. Pemdaban tidak mungkin tunbuh datam struktur 
sosial
keadilan. Jika strukrur sosial timpanS, maka di dalarnnya akzm terjadi 
perur:-
sesama manusia Dalam l(ondi5l \emaram ltu' pet'adahan umat 
manusl3 tr- "'
kembang sehat Penyebabnya adalah bahwa dalam struktur 
yang menindas r':


























Stt Ч`(C乙 61 .Snplouiv l● pu■)υド,uO′lI Чυ
Jp●s iJDC資∂ご頸/pd"■ ,9∂ g`P,llldos,「 dias`
Es8ueq uEnlru le8eqas 'mFqepuaru Suetr ellseJuEd ells ledura uep uenln] uDPdruar l:
Frsos ueIpEaI ells erEBaulaq uEp ussuEqraq {Ednpqe{ rueFp uE)PleSalrp 
snll?q Srrll
uellpeaI relu-rppr uoluruuoJuaut Elsauopul ]P.-qEu qrunlos ISE8 prsos uelPe4l els
' esu,r.rep rlepns 3uc { c (u l l.lP, 11D3 SuDp',r' -
ledEp qepns SuEd nDlIIp Edueq EEBlqetE,{\e,{sn(Il tuel€C s. uesnl&de{ llqrllelP E 
(ullL}-
SrEqun-SuEqurqp qelalas esJP Snqual ru€Fp urel Suelo qalo IeguePIP E'(uuesP'8PB l-,ri=
ereerqreqtedep tede.r ip rpeq 3uP.{ deuas 'qEleMEtrsnul IEuaBuslu Dlelal{'es'P qnda-:-
ered qalo qndruallp 3ue,{ uesnlndal ltqrueSuau lnpasord ruelep dE)lSunlal3uI2^ Es::
-l?sep rp ueeutesraqa{ rsIPErl luelEp luquel e3n[rut 1eg ulnlnq ueqel\e{Bun33u'r)]
uesElEq ue)llrlusLlaru luun ueuopad ru3eqas ue)llPetp Flsos I$l€raluueq ueP l$1esl-::
Ieq rIIpIep redT?r u?esPlqaI Islpe{ nluauad IESEqesleIller lslsod uellEdruauaE sr_:-__
lrln{nr{ ul]qe,\lelB[n83ueued ueseleq ueln]uauaru lnelep Ins€lulal leuolsl]u un!-:
ue>Jl:ftqaI uolsnumrau uEIEp 'nlr eueie{ qalo 'leAIE r uEBuEl Ip epElaq rSSugar i --"
ueeseDlal €)lErx'Iul ells uauEsPPla8 uElrlleMled/uele*l eisnullad ruElep uE!-=
-IEftqa) ]euqrH qalo utdrutdrq Suel uetedlere) q€PPE ellseJuEd uep leduraarl eg5
rErun ueqep,raqar trEp uerrpea{ luru ue'uap serelas snruqe'n[*"r*, *r-ol'Ji'il
-3un38uEred uPsnulnu lE)lerPrGeuuaq trep EsSueqreq uednptqa4 uIepp ue[p€3\ 1-L'-'ir
eu3u e^uE-re le{)s Suoued 'lEqelleurlaq u€p I3SuR 3ue.{ es8u€q ueqeperad unSwc -_::
Tulm fllr euarHl qelo SuequavaqIePn ssBueq:aquep relerelseuuaq u€dnprqeli 
----i:
uetpperecl eltluegpeal Eplr u('.{E {ePD uep 'uPlPee{laq Sued uednplqa)luad selE u}tr''::r'
Iepit 3u1?,4 uBqepErad epc uP{s{ePtl qEp€laq uEp llPE Suef ueeFnu€ua{ PIs ':L-- 
ja
Fdasuo{ rrrps rrlelep raqlolSrnpuw[aryqalo uolsnrun-riP EIIsE]ued enpa>l EIls 
elFL: =iil
etuus ntEs tle)ilat tEn{ ntl3aq uellpPol uep uPFnueua{ ErElue tp uB8unqnq eua rEl' iri:
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'\DIDLL*! nwD[ 8uD/t DdD fi1toq
or1opttrt1o11y o.fut1rl88unses 'qDllv DPDd;Dltlqlo/lilDloquDo DtDlol opoda>11o1ap 4tqa; -
DuaJDl \DlllpD lDlt\rag '!-1po lDpu r.)tDlreq )|ru1m nuLl.)I Suo.topueu 1!n,) nlDn s' s '::
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Indonesia daram bernegara, yang perwuJudannya iarah rara masyarar.oryang adilmakmur Makfiur ijclam keadtlan dan adil dalam kemakmuran
Dalaln lllenentukan kriteria batasan pertanggunjawaban hukum harus mer
CC■ 11linhnnilaikeadilandimawalabtbalksecaradistlibutrmaupunsubtantlFKnten
l、。1..、ぃぃ̂― ___      |
d』枷 Ыd話8PChttiI:誌 I鳥:∬ 思 嵐 幡 艦
batぉan pelttlllg3mtta■vaban
hatasan pcrtanggunゴ awaban dalam bidang hukuln kcpcrdataan lainilya pcrbcdaai
tri,_ri.:_=Л :¨^ __1, ,    .b"●
"五
amun"nhn姑“nattabJL轟::滞 li:l'::11為轟∬Iscrta hasilnya tidak sama
'6sarjipto R.rhardjo, Srr s;.rt Lam Don
2UU3), h. 34. Hukum Di lndonesla (Jakarta: Penerbir Buru r.ompas
5Tsubektj, perbondingd n Hukun Ferdtta (Jakana: pradnla paramjra, t978), h. s.'3Wirjono prodjodikoro , HukumAntulu,/br h. I rGalonBcn ltdunLsl rBdndung:sunrur Banduns
{.J.van Apeldoorn, Itngantar mu Hukum (Jakana: ptadnya paramira, Iggl ), h. 434.
bttlililil魁[lllyIIIlli聯:盤:i[IIIliltil[
hukum subclNti57ntengemukakan,hulcum mertli〕
akan sebaと,an darikcbudayaan sua[しbangsa sudahmettadlkcnvataanb山 、va setlap bangsa lnem■Dunンa kcbudaydannya sen証
灘
:器器聾難熙鶉vヽallsan KO10nitt Beianda,ptldahal pcmcl■n■pcrdatanya dengan hukum perdata yang baru
Mcnumtvanゅ eldOomS',hukuln bcrbcda mcnul■
lttempat dan waktu,akan tetapi
tldak ada hukum sesua口
1、vaktu,sesuatll bangsa atau scsuabュ
negara yang bcrdia scnd轟
Halini bcralti,hukulll yang telah ada di masalampaultcmungknan bcsar akan berbeda
::趣lll:I:二 1lII]ilI][l:1:llll]R 「
ukunl yang berada dilndOnesiajuga akan
Pclbcdaani厳 wゴ al dil・arenakanperbedam
karaktcristik budaya suatll masyarakat
tcrdallill:ll期
   [il∬[Iよ蹴 lll『
d°°m'hukum yang bcrbcda‐ bcda tcrsebut
diperlukan● lian pclbandingm hukumこ
Barda Na、vawl mcngemukakan bahwa kctentuan―





melakukan interprctasi atau kOnstruは























Paisol Burlian: Hakikar PerDbangunan Hukum
rukum, pendapar pata ahli, yjrispmdensi, atau bersumber dari ide ide dasar yalg secara
ionseptual dapat diperranggungjawabkan.6r
Menurut Satjipro Rahardjo, hukum adalah untuk manusia dan oleh karenanya
dipe ulan kea dviras kitis yang progresif dan menolak rutinitas logika per aruran_62 Menurur
:laroldJ. Berman, perubahan hukum menunjuk pada pengertian bahwa hukum selalu
iilengalarni pertumbuhan.63 Pefiumbrhan hukummemilikr logika mremai. Aifnya, per-
.rbahan tidak hanya adaptasi diri da yang lama terhadap yang bal u, rerapijuga bagian
Jari suatu pola pembahan. Ini tidak rerjadi seca ra acak melainkar dihasilkan dari penafsiran
iembali peraturan peraturan masa lalu dengan keadaan masa kini setta kebutuhan
iebutuhan di masa yaDg akan datang. Dalam pefunbuhannya. hujernl berinreraksi dengan
:ektor sektor kehidupan sosial secara sisten1ik. MenurutTalcott parson, masyarakat tak
rLrahnya seperti struktur tubuh maDusia yang menrilild berbagai bagian yang saling
jerhubungan satu sama iain.
Begitujuga masyarakar mempunyai keiembagaan yang sarlirg rerkait daJI berganrung
atu sarrra laio, sehingga perubahan pada saru lembaga akan beraiiibatpada perubahan
-r lembaga lain.6 Dalan berinrer:Lksi dengan kehidupan sosial, re{adi tarik nenarih anrara
:ealitas dengan yang idealitas di masyarakar hukum. Soetandyods, berpendapat bahwa
=:li perubahan dimenselri sebagaiperubahan dari apa yang secara ideologik dikehendaki
.:e fungsi lain di luar ideologikyangtidakdikehendaki, sehingga menuljuk pada pengenian
:.r.ladinyd celah seUsih antara apa yang das sollen (yang ideal) dengar dns seor (y:rng senyatanlE).
.lleh karenairu berdasarkan reod,teod dan pandangan arau pendapatyang dikemukakan
,.eh para ahli tersebui, perumusanbatasan ketentuaD penanggundawaban hukum yang
-:pakai di beiahan dirnia barar akan berbeda dengan ketenruan di beiahaD dunia ttmur.
llalasatr pe.tanggun&,awaban hukum seseorang dalanl bingkai pancasila bersifat
..kibel dan elastis. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan akal manusia untuk
-engorganisir secala bijak rerhadap perilakunya ber<iasarkan nilai-niiai moral reiigius
ieruhanan); hunanistjk (kemzmusiaan); nilsionalistiVpersaruaa (kebimgsaan) j demoldasi
.ieI all,atan); dan belkeariilan sosial.
"'Barda Nawawi AJiei Ttndak Pidana M(ryontdrc: Perkemb(ntglrn K1lk1't a:yber Crime di
--lDndsia (Jakana: ltajacrafindo Persada,2006), h. 78 80.
"']Satjipto Rahardjo, Hukltm Progresif Sebdioi Dasat Pembd.ngunlrn llnu H kum In{tone\io,
:..anr bulru Menggogdr Hllkum PrL)gresiJ h lon$io (Yogyakalra: Ihstaka petajaL 2006), h. 8-9.
6rllarold J Berman, Lav) ond RevollLion: Tlrc FormdiorT tt the Western Legll'frodition
:.mbridge: Harvard Universiry Press, f983). h. 9.
'aTalcott Pdrsons, 7 1le Social Sysreni (Ilirois,The lreePress, 195 t)j Uraian re[tanghubungan
.nredka di dal.rm hul(um ini lebih reinci daparjuga dibaca di Rouy I{aniriyo, .studi Hukum
: : \'i{rryirr.lkdr aBandung: Alunlni. 1985), h. 69 80-
"Soerandyo Wignjosoebroro, ,or"i Hukum Lo?onfttl k, HukLn Ndriondlj Din.lrniftd Sosldl
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Penutup
Hakikar pembangunan hukum daiam payung Pancasila Perspektif Islam adalah
keselamatan dan kemaslahatan umum masyalakat madaru atau b aldalun thawibotun
warabbun ghafir. artinya negara yang sejahrera (lahirbatin) di bawahnaungan Tuhan
yang Maha Pengampun dan senada dengan cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan
dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahterazm umum Hal ini sebagai
mana termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasal Republik
lndonesiaTahun i945.
Dalarn mengimplementasikan peraruian penrndaogan lndonesia, diupayakal agar
dibarengi dengan menggali nilai-nilai yang hidup dar berkembang di masyarakat Terlepas
nilai-nilaiyang hidup dan berkembang tersebut bersumber dad hukurn lslam atarr hukum
Adar. Penerapan hukum yang kakujuslru berakibat kontraprod uktif dari makud diundang-
kannya sebuah pelaruran.
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